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IITPUTUSAIT KEPALA XATTTOR WIIITYAH
KEMEITTERIAX AGAMA P-ROVNISI KTLIIrAIITAN SELATA.IT

ITOMOR ,44' TAIIT'II 2015

TEITTAIYG
PEMBERIAIT IZIN PENDIRIAIT/OPERASIONAL

RAUDHATUL ATTIFAL AI, MU.'TAHIDI]T
KAXIUPATEN HULU SUITGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang

Mengingat

c,

d.

b.

: 1.

2.

baiwa dalam rangka meningkatkaa ahses pendidikan
madmsah yang berfiutu, pe.lu memberikan kisempatai
masyaralat melalui oryanisasi berbadan hukum ;ntuk
me.lyelenggal-akan sal uar penoidikan anddrasah sesuai
dengan stal1dar nasional pendidikan;

baJrwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah
sebagarmana tercantut.n dalam Lampiran Keputusan ini
telah habis;

bahwa madmsai sebagaimana tercantum dalam l,ampiran
Kepulusar. ini lelah memFnuhi pers]araLan perpanjangan
Lzln pendlnao/operasional madrasah:
balwa berdasarkan ppfl tmbangan sebagaimana dimal<sud
dalam huruf'a', hur-irl-b" dan hurul.c'. perlu tnenetapkan
Ileputusan- Kepala Kantor Wilayah Kementerian A;ama
Provinsi Kalimantan Selatan tentang pemberian Izin
Pendirjan Raudhalul Aihlaj At Mujrahidin habupatcn Hulu
Sungai Utara;

Undang undang Nomor 20 Tallun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional {Lembamn Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 l\omor 78, tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 43O1);

PemtuEn Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar. Nasional pendidikan (tambaran Negara Repubiik
indonesia Taiun 2005 Nomor 41, Tambaian i,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah



5.

6.

3.

diubah dengan Peratumn Pemerintah Nomor 13 Tahun
2015 tentarrg Perubaian Kedua atas Pemturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan {Lembaran Negam Repubiik Indonesia Ta}run
2015 Nomor 45, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5670);

Pemtumn Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tallun 2008 Nomor 91, Tambirhan Lembamn
Negara Republik indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O1O tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaman Pe[didikan {l-emba.an
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor
5150) sebagaimana telah diubah dengan Pemtumn
Pemerintah Nomor 66 Taiun 2010 tentang Perubahao Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Taiun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembamn Negam Republik Indonesia Nomor
s157);

Pemtumn Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2OO7 tentang Standar Samna dan Prasarana Untuk
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyai, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasai Tsanawiyah, dan Sekolai Menengah
Atas/ Madrasah Aliyah;

Pemtumn Mente.i Pendidikan Nasional Nomor 15 Taiun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubai menjadi
Peraturafl Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Pemtumn Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 15 Talun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

Pe.aturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madmsah (Berita Negara
Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Keputusan Jenderal Pendidikan Islarn Nomor 1385 Tahun
2014 tentalg Petunjuk Teknis Pendidan Madmsah yang
Diselenggara.kan oleh Masyaaakat;

Keputusan Jenderal Pendidikan lslam Nomor 5885 Tahun
2015 Tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan lzin Pendirian
Madrasah, Penerbitan Surut Keputusan Pengganti lzin
Pendirian Madrasai Il'a.rena Hilang, dan Pene.bitan Surat
Keterangan I(erusakan Dokumen lzin Pendirian Madrasah;

8.

9.

7.

Memperhatikan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agalna
Kabupaten Hulu Sungai Uta.a Nomor : 3087lKk.l7.O7-
2 /PP.OO.4 /O9 /2016 Tanggal 19 September 2016;



llEUUTUSKAN:

REruIUSAN KEPALA KANMR WILAYIIH TEiIEI{TERIAITiIe[€tapLan

KESATU

KEDUA

KETIGA

AGAMA TENTAITG PEMBERIAI{ IZIN
PEIIDIRIAIT/OPERASIOITAL RAUDHATT'L ATHFAI, AL
I'IUT,TAIIIDIN XABUPATEN HI,LU SIIITGAI UTARA.

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional
madmsah kepada madmsah sebagarmana tercantum dalarn
Lampiran yang merupakall bagian tidal< terpisaikan dari
Keputusan ini.

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam
DIKTUM KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang
bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan
ketentuan pemturan pemndang undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 September 2016

Menteri Agama
Kepa.la Kantor Wilayah,ffi
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IDDNTITAS MADRASAH YANG

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPAIA KANTOR WILAYAH
KEMENTER1AN AGAMA PROVINSI
XALIMANTAN SELATAN
NOMOR gqt TAHUN 2016
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRiAN/
OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL
MUJ?AHIDIN KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA

TENTANG
DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

l Nama MadEsah

Nomor Statisiik Madrasah

Raudhatul Athfal A1 Mujtahidin

1012630800632

3 Alamat Madrrsah

Nama Organisasi Penyelenggara

Akte Notads Organisasi
Penyelenggara

JL Tanggul RT 01 No.21

Desa/Kelumhan Kavakah

Kecamatan Amuntai Selatan

Kabupaten Hulu Sungai Utara
Provinsi Kalimantan Selatan

Yayasan AI Mujtahidin Kajrakai

Nomor 11 Tahun 2015

4

5

6 Pengesahan Akte Notaris
Organisasi Penyelenggara

SK MENKUMHAM RI Tanggat 15 Oktober
2015

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 September 2016

Menteri Agama
Kepala Kantor Wilayah,sP'+{
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